




A. Latar Belakang Masalah 
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang terjadi di 
Indonesia sehingga menjadi prioritas pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945 disebutkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk 
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun program pembangunan di 
Indonesia yang dilakukan selama ini pun bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan terhadap upaya dalam 
mengentaskan kemiskinan.  
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 
bulan maret 2019 tercatat sebanyak 24,79 juta orang yang apabila diukur dengan 
persen sebanyak 9,22 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Tingkat 
kemiskinan dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan. Tercatat di 
Provinsi Jawa Barat pada maret 2019, penduduk miskin Perkotaan berjumlah 2.27 
juta jiwa (5,98 %) dan penduduk miskin pedesaan berjumlah 1.11 juta jiwa (9,58 
%) dengan jumlah total keseluruhan 3.38 juta jiwa (6,82 %) 
Dengan tingkat penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 
tersebut sesuai dengan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 di Bab IV, yang salah satu permasalahannya 




keamanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Jawa Barat, berikut adalah jumlah penduduk miskin yang   
terdapat di Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2018. 
Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota  
di Jawa Barat Tahun 2018 
Sumber : Website Katalog Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat  
Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan 
kemiskinan, salah satu program yang dilakukan adalah bantuan Rehabilitasi Sosial 
Rutilahu (rumah tidak layak huni) yang diperuntukan bagi penduduk tidak mampu 
untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah guna memperbaiki tempat tinggalnya. 
Fakir miskin dan masyarakat tidak mampu berhak untuk mendapatkan tempat 
tinggal yang layak huni serta lingkungan yang sehat karena hal ini sesuai dengan 
yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di dalam pasal 






























































































































































































Presentase Penduduk Miskin di Jawa Barat




Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2017 
tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana 
Lingkungan dijelaskan bahwa rumah tidak layak huni (Rutilahu) adalah tempat 
tinggal yang tidak memenuhi syarat dari segi kesehatan, keamanan, dan sosial.  
Program Rutilahu ini pun tidak terkecuali dilakukan di Kabupaten Kuningan, 
Pemerintah Daerah berupaya untuk mengatasi permasalahan utama yang terdapat 
di Kabupaten Kuningan yaitu masalah kemiskinan, maka dari itu pemerintah daerah 
mengadakan program bantuan rutilahu untuk membantu masyarakat tidak mampu 
di Kabupaten Kuningan untuk merehabilitasi rumah mereka agar dapat berubah 
menjadi layak huni sesuai dengan standar kesehatan demi kenyamanan 
keberlangsungan hidup. 
Program bantuan rutilahu ini dilakukan di semua kecamatan yang terdapat di 
Kabupaten Kuningan salah satunya di Kecamatan Kadugede. Program Rutilahu ini 
dilakukan setiap tahun oleh Kecamatan Kadugede yang bekerja sama dengan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan untuk membantu masyarakat yang 
memiliki tempat tinggal dengan kriteria tidak layak huni yang diatur dalam 
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 8 ayat 2, Tentang Petunjuk 
Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kabupaten 
Kuningan.  
Program Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ini 
merupakan salah satu program bantuan sosial Kabupaten Kuningan sebagai wujud 
kepedulian pemerintah dalam mendorong prakarsa masyarakat sehingga dapat 




menciptakan perumahan dengan kondisi yang layak huni di dalam suasana 
lingkungan yang sehat dan juga teratur.  
Kondisi masyarakat yang sebelumnya mempunyai rumah tidak layak huni 
baik dari segi atap rumah rusak dan kurang layak, tidak adanya mck, dinding yang 
terbuat dari bilik, tidak adanya ventilasi ataupun lantai rumah masih terbuat dari 
tanah, setelah adanya program bantuan rutilahu dari pemerintah masyarakat dapat 
mewujudkan rumah yang layak huni yang sesuai dengan standar Kesehatan. 
Program ini dimulai dari sejak tahun 2007 yang mana bantuan yang diberikan 
berupa uang tunai kepada setiap penerimanya dengan cara transfer langsung ke 
rekening calon penerima bantuan melalui bank BJB. Berikut adalah jumlah dana 
yang diberikan kepada penerima setiap tahunnya: 
Tabel 1.1 
Jumlah Dana Rutilahu di Kabupaten Kuningan 
No Tahun Jumlah Dana 
1 2007 – 2011 Rp 2.000.000,00 
2 2012 – 2014 Rp 3.000.000,00 
3 2015 – 2016 Rp 4.000.000,00 
4 2017 – Sekarang Rp 5.000.000,00 
Sumber : Data diolah oleh penulis tahun 2020 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan bantuan dana 
yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, hal itu disesuaikan dengan jumlah 




Begitu pula yang terjadi Kecamatan Kadugede, kemiskinan masih menjadi 
permasalahan utama. Berikut adalah data permasalahan sosial di Kecamatan 
Kadugede hingga tahun 2018: 
Tabel 1.2 




1 2 3 4 
1 Kadugede 69 72 - - Permasalahan: 
1. Wanita rawan sosial ekonomi 
2. Kel. Fakir miskin 
3. Kel. Bermasalah sosial 
4. Kel. Bermasalah Sosial 
Psikologis 
2 Babatan 24 61 - - 
3 Cipondok 129 173 - - 
4 Windujanten - 51 6 - 
5 Bayuning 21 31 3 - 
6 Tinggar 66 109 - - 
7 Ciherang 51 50 2 - 
8 Cisukadana 33 84 - - 
9 Ciketak 106 109 - - 
10 Nangka 55 24 - - 
11 Sindangjawa  79 51 - - 
12 Margabakti 45 51 - - 
Jumlah 678 866 11 - 
Sumber: Arsip Data Permasalahan di Kecamatan Kadugede tahun 2018 
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari empat permasalahan 
sosial yang terdapat di Kecamatan Kadugede, keluarga fakir miskin merupakan 
permasalahan yang terbesar yaitu terdapat 866 keluarga fakir miskin. Kemiskinan 
juga dapat disebabkan oleh jenis pekerjaan dan penghasilan yang didapatnya tidak 
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga banyak masyarakat yang tidak 
mempunyai penghasilan yang cukup untuk merenovasi rumah.  
Sampai dengan tahun 2019 Jumlah Rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang 
terdapat di Kecamatan Kadugede yaitu sebanyak 397 rumah, sebagaimana yang 





Tabel 1.3  












1  Kadugede  72  -  2  14  16  56  
2  Babatan  20  -  4  6  10  10  
3  Cipondok  76  -  1  16  17  59  
4  Bayuning  24  -  -  -  0  24  
5  Tinggar  42  1  1  6  8  34  
6  Ciherang  122  1  1  9  11  111  
7  Cisukadana  24  1  -  -  1  23  
8  Ciketak  7  -  2  -  2  5  
9  Nangka  31  1  -  2  3  28  
10  Sindangjawa  19  -  -  3  3  16  
11  Margabakti  20  1  2  4  7  13  
12  Windujanten  20 -  -  -  -  -  
 JUMLAH  477  5  13  60  78  399  
Sumber : Data diolah oleh penulis tahun 2019 
Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian penulis dengan staf Bidang 
Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kecamatan Kadugede dan observasi langsung 
yang dilakukan di Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan pada tanggal 18 
Oktober 2019, penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan program 
bantuan stimulan Rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan masih terkendala oleh sarana dan prasarana khususnya di 
Kantor Kecamatan Kadugede sebagai perantara penyelenggaraan program bantuan 
Rutilahu. Berikut adalah data sarana dan prasana di Bidang Kesejahteraan Rakyat 






Sarana dan Prasana Bidang Kesejahteraan Rakyat 
No Jenis Barang Jumlah Kondisi 
1 Meja 3 buah Sedang 
2 Kursi 4 buah Sedang 
3 Lemari Kayu 1 buah Sedang 
4 Laptop 1 buah Sedang 
5 Printer  - - 
Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2019 
Permasalahan yang kedua, minimnya jumlah bantuan biaya yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kepada penerima bantuan hingga 
tahun 2019 yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 / rumah yang jika dilihat dari penggunaan 
dana tidak bisa mencukupi kebutuhan perbaikan rumah yang bersangkutan. 
Tabel 1.4 
Jumlah Penerima Bantuan Rutilahu tahun 2018 







1 Kadugede 2 2 
2 Babatan 2 4 
3 Cipondok 1 1 
4 Tinggar 1 1 
5 Ciherang 1 1 
6 Margabakti 2 2 
7 Ciketak - 2 
Jumlah 9 13 
Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2019  
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat pula permasalahan lainnya yaitu 
adanya ketidaksesuaian antara proposal calon penerima bantuan stimulan Rumah 




Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, akibatnya masyarakat yang memiliki 
rumah tidak layak huni dengan kondisi yang cukup parah belum mendapatkan 
program bantuan Rutilahu tersebut seperti yang terjadi pada tahun 2018.  
Terdapat pula permasalahan mengenai komunikasi dan koordinasi antara 
pihak Desa dengan Kecamatan mengenai Rutilahu yang dapat menghambat 
penyelenggaraan program bantuan Rutilahu di Kecamatan Kadugede Kabupaten 
Kuningan.  
Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program 
Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan yang berdampak kepada efektivitas dari suatu 
penyelenggaraan program yang dilakukan oleh pemerintah, penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Program 
Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kecamatan 
Kadugede Kabupaten Kuningan.” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, tampak terlihat adanya ketidaksesuaian 
antara target teori dengan realisasi di lapangan mengenai penyelenggaraan program 
bantuan stimulan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan. Dengan demikian penulis menguraikan identifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Tidak memadainya sarana dan prasarana sebagai penunjang dari 




2. Minimnya jumlah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kuningan kepada penerima bantuan yaitu dari Rp. 2.000.000,- 
pada tahun 2007 hingga Rp 5.000.000,- pada tahun 2019 yang jika dilihat 
dari penggunaan dana tidak bisa mencukupi kebutuhan perbaikan rumah 
yang bersangkutan. 
3. Adanya ketidaksesuaian antara proposal calon penerima bantuan Rumah 
tidak layak huni (Rutilahu) dengan hasil penerima bantuan seperti yang 
terjadi pada tahun 2018, proposal calon penerima bantuan sebanyak 9 orang, 
tetapi hasil penerima bantuan berjumlah 13 orang. 
4. Permasalahan mengenai komunikasi dan koordinasi antara pihak Desa 
dengan Kecamatan Kadugede mengenai Rutilahu. 
5. Keterlambatan pencairan dana bantuan dari pihak Kabupaten Kuningan. 
6. Adanya pemotongan dana yang diterima penerima bantuan oleh 
penyelenggara program. 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana keberhasilan dari penyelenggaraan program bantuan stimulan 





2. Bagaimana keberhasilan sasaran dari penyelenggaraan program bantuan 
stimulan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan? 
3. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan program 
bantuan stimulan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan? 
4. Bagaimana tingkat input dan output dari penyelenggaraan program bantuan 
stimulan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan? 
5. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh dari penyelenggaraan program 
bantuan stimulan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan? 
D. Maksud dan Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: 
1. Keberhasilan dari penyelenggaraan program bantuan stimulan rumah tidak 
layak huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. 
2. Keberhasilan sasaran dari penyelenggaraan program bantuan stimulan 





3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan program bantuan stimulan 
rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede Kabupaten 
Kuningan. 
4. Tingkat input dan output program bantuan stimulan rumah tidak layak huni 
(rutilahu) di Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. 
5. Pencapaian tujuan menyeluruh dari penyelenggaraan program bantuan 
stimulan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan. 
E. Manfaat dan Kegunaan 
1. Kegunaan Teoritis 
a) Bagi Peneliti 
1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 
pengetahuan dan wawasan terkait dengan penyelenggaraan program 
bantuan pemerintah khususnya mengenai efektivitas penyelenggaraan 
program bantuan Rumah tidak layak huni (Rutilahu). 
2) Diharapkan peneliti dapat mempraktikan segala teori yang didapat 
selama perkuliahan berlangsung yang berekenaan dengan pembahasan 
penelitian ini. 
b) Bagi Lembaga/Perguruan Tinggi 





2) Diharapakan penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan kajian 
ilmu administrasi publik khususnya mengenai efektivitas dari 
peneyelenggaraan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah. 
c) Bagi Pemerintah Daerah/Kecamatan/Desa 
1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi 
penyelenggara mengenai penyelenggaraan rutilahu di Kecamatan 
Kadugede Kabupaten Kuningan. 
2) Diharapakan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 
untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam 
sebuah implementasi program. 
2. Kegunaan Praktis 
a) Bagi Peneliti 
1) Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana administrasi publik. 
2) Penulis dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan kegiatan 
program pemerintah untuk mensejahterakan masayarakatnya khususnya 
dalam program bantuan rumah tidak layak huni. 
b) Bagi Lembaga/Perguruan Tinggi 
1) Diharapakan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 
bagi akademisi lainnya yang hendak melakukan penelitian serupa. 
2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagi acuan untuk meneliti 





c) Bagi Pemerintah Daerah/Kecamatan/Desa 
1) Diharapakan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan upaya 
capaian kinerja pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Kuningan 
dalam melaksanakan program dengan memperhatikan keefektivitasan. 
2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan upaya 
partisipasi dan swadaya masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan 
dalam penyelenggaraan program pemerintah agar lebih efeketif dan 
tepat sasaran. 
F. Kerangka Pemikiran 
Penelitian yang dilakukan berhubungan dengan jurusan yang peneliti ambil 
yaitu administrasi publik, karena di dalam pembahasan mengenai pelaksanaan 
kebijakan program yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dalam 
pembahasan administrasi publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Chandler 
dan Plano, administrasi publik ialah “proses dimana para pejabat publik 
dikoordinasikan untuk membuat, mengimplementasi, serta mengelola keputusan-
keputusan dalam kebijakan publik.” Hal yang tidak jauh berbeda juga dijelaskan 
oleh Nicholas Henry yang menyebutkan bahwa “administrasi publik adalah 
kombinasi antara teori dan praktik mengenai hubungan antara pemerintah dengan 
masyarakatnya yang mendorong kebijakan publik lebih responsif terhadap apa saja 
yang termasuk ke dalam kebutuhan sosial.” (Pasolong, 2017: 7-8) 
Di dalam literatur administrasi publik menurut Keban (2014: 10-11) juga 




strategis yaitu dimensi kebijakan, dimensi manajemen, dimensi struktur ogranisasi, 
dimensi etika, dimensi akuntabilitas publik, dan dimensi lingkungan.   
Di dalam buku Asep Hidayat, dkk (2017: 119) disebutkan bahwa kebijakan 
publik menurut Winarno adalah “tindakan yang dilakukan oleh sejumlah aktor 
publik dalam mengatasi suatu permasalahan.” Sedangkan Kebijakan publik 
menurut William N. Dunn dan Thomas R. Dye merupakan semua tindakan dan 
pilihan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan tugas 
pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. (Pasolong, 2017: 47) 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas menjelaskan bahwa penelitian 
mengenai efeketivitas penyelenggaraan program bantuan stimulan rutilahu ini 
merupakan bentuk dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk 
mensejahterakan rakyat dan termasuk kedalam ranah administrasi publik. 
Salah satu upaya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam 
mengentaskan angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
adalah melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni. Rumah 
merupakan tempat untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, serta dijadikan 
sebagai tempat untuk mewujudkan tingkat sosial dimasyarakat. 
Pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepada setiap warganya bahwa 
mereka berhak hidup sejahtera baik secara lahir maupun batin, kemudian 
mempunyai tempat tinggal, dan berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat, hal ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 




Berdasarkan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 
menyelenggarakan program bantuan stimulan Rumah tidak layak huni (Rutilahu) 
dengan tujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap 
pembangunan, perumahan dan lingkungan permukiman, meningkatkan budaya 
hidup bersih, sehat dan tertib bagi masyarakat melalui penataan perumahan serta 
permukiman yang layak huni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
Peraturan yang terkait dengan program bantuan stimulan rumah tidak layak 
huni (rutilahu) di Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan adalah Peraturan 
Bupati Kuningan Nomor 28 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran 
Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kabupaten Kuningan. 
Berdasarkan observasi pra penelitian, penulis menemukan adanya 
ketidaksesuaian antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) dari 
program bantuan stimulan rumah tidak layak huni di Kecamatan Kadugede 
Kabupaten Kuningan, penulis menemukan adanya permasalahan mengenai 
penyelenggaran program bantuan stimulan rumah tidak layak huni (rutilahu) di 
Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan yang akan mempengaruhi terhadap 
efektivitas dari pelenyelenggaraan program tersebut. 
Samodra Wijaya yang dikutip oleh Nawawi (2013: 189) menyatakan bahwa 
“efektivitas itu dilihat dari sejauh mana suatu organisasi berhasil memanfaatkan 
sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan.” 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan teori dari 




menyebutkan bahwa secara umum dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan 
suatu program dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 
1. Keberhasilan Program; 
2. Keberhasilan Sasaran; 
3. Kepuasan Terhadap Program; 
4. Tingkat Input Dan Output; dan 
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh. 
Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam 













Kerangka Pemikiran Penyelenggaraan Program Stimulan Rumah Tidak Layak 









Teori Efektivitas dari 
Campbell J.P (1970) 
dalam (Mutiarin dan 





3. Kepuasan terhadap 
program 
4. Tingkat Input dan 
Output 
5. Pencapaian Tujuan 
Menyeluruh 
 
Efektivitas Penyelenggaran Program Bantuan Stimulan 




Kuningan No. 28 










Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka proposisi dalam penelitian ini 
adalah penyelenggaraan program bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni 
(RUTILAHU) di Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan akan dapat berjalan 
secara efektif jika keberhasilan dari program rutilahu, keberhasilan sasaran dari 
program rutilahu, kepuasan terhadap program rutilahu, tingkat input dan output, 
dan pencapaian tujuan secara menyeluruh dari program rutilahu dapat berjalan 
secara optimal. 
 
